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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlakuan klausula eksonerasi dalam sistem hukum Indonesia, 

khususnya dalam perjanjian kredit perbankan, melalui pengkajian dasar hukumnya dalam KUH Perdata, UUPK, serta 

penerapannya dalam praktik berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Gin. Analisis 

ini ditujukan untuk menilai sejauh mana klausula eksonerasi selaras dengan prinsip keadilan kontraktual dan 

perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer mencakup KUH Perdata, UUPK, UU Perbankan, serta putusan 

pengadilan, sedangkan bahan sekunder berupa literatur hukum, dan pendapat para ahli. Pengumpulan data dilakukan 

melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan interpretasi sistematis, 

gramatikal, dan teleologis untuk mengkaji validitas dan batasan penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit 

baku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula eksonerasi masih banyak ditemukan dalam perjanjian kredit yang 

disusun sepihak oleh bank. Klausula ini secara substansial membatasi tanggung jawab bank dan memberikan 

kewenangan sepihak dalam pelaksanaan perjanjian, yang pada praktiknya menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar 

antara bank dan debitur. Klausula tersebut bertentangan dengan Pasal 18 UUPK karena memuat ketentuan yang 

mengalihkan tanggung jawab dan berpotensi melanggar asas itikad baik dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Analisis 

terhadap Putusan PN Gianyar menunjukkan bahwa meskipun gugatan dinyatakan gugur, substansi perkara 

memperlihatkan adanya praktik klausula eksonerasi yang merugikan konsumen, terutama terkait kurangnya transparansi 

informasi dan dominasi bank dalam menentukan syarat kredit. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa klausula 

eksonerasi dalam perjanjian kredit baku tidak memiliki kekuatan mengikat apabila bertentangan dengan ketentuan UUPK 

maupun prinsip keseimbangan kontraktual.  

 

Kata Kunci: Klausula Eksonerasi; Perjanjian Kredit Baku; Perlindungan Konsumen; Asas Keadilan Kontraktual; Hukum 

Perbankan. 

Abstract: This study aims to analyze the applicability of exoneration clauses in the 

Indonesian legal system, particularly in banking credit agreements, through a review of 

their legal basis in the Civil Code, the Consumer Protection Law, and their application 

in practice based on the Gianyar District Court Decision Number 157/Pdt.G/2018/PN 

Gin. This analysis aims to assess the extent to which exoneration clauses align with the 

principles of contractual justice and consumer protection. The method used is normative 

legal research with a statutory approach and a case approach. Primary legal materials 

include the Civil Code, the Consumer Protection Law, the Banking Law, and court 

decisions, while secondary materials include legal literature and expert opinions. Data 

collection was carried out through library research. The analysis of legal materials was 

conducted descriptively and qualitatively with systematic, grammatical, and teleological 

interpretations to examine the validity and limitations of the use of exoneration clauses 

in standard credit agreements. The research findings indicate that exoneration clauses 

are still frequently found in credit agreements unilaterally drafted by banks. These 

clauses substantially limit the bank's liability and grant it unilateral authority in the 

implementation of the agreement, which in practice creates an imbalance in the 

bargaining position between the bank and the debtor. These clauses contradict Article 

18 of the Consumer Protection Law (UUPK) because they contain provisions that shift 

responsibility and potentially violate the principle of good faith as stipulated in Article 
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1338 of the Civil Code. An analysis of the Gianyar District Court's decision shows that 

although the lawsuit was dismissed, the substance of the case demonstrates the practice 

of exoneration clauses that are detrimental to consumers, particularly related to the lack 

of information transparency and the bank's dominance in determining credit terms. The 

research conclusion confirms that exoneration clauses in standard credit agreements are 

not binding if they contradict the provisions of the UUPK or the principle of contractual 

balance. 

Keywords: Exoneration Clause; Standard Credit Agreement; Consumer Protection; 

Principle of Contractual Fairness; Banking Law 

 

Pendahuluan 

Setiap pelaku usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar, membutuhkan 

modal untuk mengembangkan usahanya. Keterbatasan modal pribadi menyebabkan 

mereka bergantung pada lembaga keuangan, khususnya bank, yang menyediakan fasilitas 

kredit sebagai bentuk pembiayaan usaha (Bittie, 2024). Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menjelaskan kredit sebagai penyediaan dana dan 

tagihan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah yang wajib dilunasi dengan 

bunga dalam jangka waktu tertentu. Kredit memiliki peranan penting dalam mendukung 

kegiatan ekonomi dan memperlancar arus barang serta jasa, namun di sisi lain juga 

melahirkan keterikatan hukum pada kreditur dan debitur yang diatur oleh KUH Perdata, 

terutama Pasal 1313, 1320, dan 1338, menerangkan bahwa perjanjian ada dengan sah 

mengikat sebagai undang-undang untuk para pihak (Irlanda & Sudharma, 2022). 

Dalam praktiknya, keterikatan hukum nasabah dengan bank dituangkan pada 

perjanjian kredit baku, yaitu perjanjian disusun sepihak oleh pihak bank dengan klausul 

standar tanpa memberi ruang bagi nasabah untuk bernegosiasi (Sudharma & Putra, 2019). 

Penggunaan perjanjian baku memang efisien bagi pihak bank, tetapi seringkali 

menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara kreditur dan debitur. Bentuk klausul 

paling sering dipermasalahkan adalah klausula eksonerasi, yaitu ketentuan yang 

membatasi atau menghapuskan tanggung jawab bank sebagai pelaku usaha terhadap 

kerugian yang dialami nasabah (Ray & Budhiawan, 2025). Hal ini bertentangan pada Pasal 

18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara tegas 

melarang pelaku usaha memberikan klausula baku, mengalihkan tanggung jawab, 

memberikan hak sepihak kepada pelaku usaha, atau menundukkan konsumen pada 

ketentuan yang dibuat sepihak. 

Klausula eksonerasi, menurut Subekti (2020) merupakan ketentuan membatasi atau 

membebaskan tanggung jawab pada pihak yang kerugian lahir akibat perjanjian. Dalam 

hukum Indonesia, klausula ini tidak secara eksplisit dilarang oleh KUH Perdata, tetapi 

dibatasi oleh prinsip keadilan dan perlindungan konsumen tepatnya dalam Pasal 18 UUPK. 

Oleh karena itu, meskipun secara teoritis diperbolehkan dalam asas kebebasan berkontrak, 

penerapannya harus memperhatikan asas keadilan dan keseimbangan antara para pihak. 

Penyelesaian sengketa yang timbul akibat klausula semacam ini terdapat dua cara, 

yakni litigasi (pengadilan) atau melalui non-litigasi (alternatif penyelesaian sengketa) 

seperti negosiasi, arbitrase, dan mediasi (Soekanto et al., 2019). Dalam sektor jasa keuangan, 
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penyelesaian non-litigasi difasilitasi oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor 

Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang diawasi oleh OJK, yang berfungsi memberikan 

perlindungan dan keadilan bagi konsumen (Ulinihayati & Husein, 2022). 

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan klausula 

eksonerasi dalam perjanjian baku telah menjadi isu krusial dalam hukum perlindungan 

konsumen di Indonesia. Temuan Budiman (2022) yang menyoroti bahwa pelaku usaha 

sering menempatkan klausula pembatasan tanggung jawab dalam kontrak baku, yang 

sesungguhnya bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam 

konteks lembaga keuangan, Panjaitan (2021) mengungkap bahwa lembaga pembiayaan 

kerap mencantumkan klausula eksonerasi dalam kontrak baku pembiayaan, sehingga 

menempatkan konsumen pada posisi yang lemah dan rentan terhadap penyalahgunaan. 

Sementara itu, penelitian Kurniati dan Tanudjaja (2020) serta Osada dan Sulistyowati (2023) 

menunjukkan bahwa keberadaan klausula eksonerasi juga lazim ditemukan pada sektor 

jasa lainnya, seperti parkir dan layanan transportasi daring, yang dalam beberapa kasus 

telah dinilai bertentangan dengan asas-asas keadilan dan perlindungan konsumen. Rohaya 

(2021) dan Annurdi (2020) bahkan menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap 

praktik pencantuman klausula eksonerasi karena berpotensi mengalihkan tanggung jawab 

pelaku usaha secara sepihak. Meskipun berbagai penelitian tersebut telah mengkaji 

klausula eksonerasi di berbagai sektor, kajian mengenai penerapannya dalam perjanjian 

kredit perbankan masih terbatas, terutama yang dianalisis melalui studi kasus putusan 

pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dengan mengkaji 

keberlakuan klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank melalui analisis yuridis 

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Gin, sehingga 

mampu memberikan gambaran lebih konkret mengenai bagaimana asas kebebasan 

berkontrak, perlindungan konsumen, dan prinsip keadilan diimplementasikan dalam 

praktik perbankan. 

Masalah tersebut tampak juga pada Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 

157/Pdt.G/2018/PN Gin, di mana penggugat, I Wayan Ridartayasa, sebagai debitur, 

menggugat PT Bank Pembangunan Daerah Bali karena merasa dirugikan akibat perjanjian 

kredit baku yang mengandung klausula eksonerasi. Penggugat menilai bahwa pembayaran 

bunga selama bertahun-tahun tidak mengurangi pokok utang dan tidak memperoleh 

salinan perjanjian kredit, sehingga haknya sebagai konsumen atas informasi yang benar dan 

jelas dilanggar (Azrina, 2024). Selain itu, adanya ancaman lelang eksekusi tanpa fiat 

pengadilan juga dianggap melanggar UU Hak Tanggungan. Walaupun gugatan tersebut 

dinyatakan gugur karena penggugat tidak hadir, kasus ini tetap penting dikaji dari sisi 

hukum untuk memahami keberlakuan klausula eksonerasi dalam praktik perbankan. 

Tujuan penelitian untuk menganalisis keberlakuan klausula eksonerasi pada sistem 

hukum Indonesia, menelaah dasar hukumnya dalam KUH Perdata dan UUPK, serta 

meninjau penerapannya melalui studi kasus di PN Gianyar. 

Metodologi 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, berfokus pengkajian 

asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum yang berlaku 

melalui studi kepustakaan (Soekanto et al., 2019). Pendekatan yang dipakai meliputi 
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pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah peraturan 

hukum yang relevan seperti KUH Perdata, UUPK serta peraturan perbankan lain yang 

berkaitan dengan klausula eksonerasi. Lalu memakai pendekatan kasus (case approach) yang 

diterapkan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 

157/Pdt.G/2018/PN Gin, untuk mengkaji penerapan klausula eksonerasi dalam praktik 

perjanjian kredit serta pertimbangan hukum hakim (Juliardi et al., 2023). 

Sumber bahan hukum yang dipakai yakni sumber hukum primer (UUD 1945, KUH 

Perdata, UUPK, UU Perbankan, dan putusan pengadilan), sekunder (buku, jurnal, dan 

karya ilmiah), serta tersier (ensiklopedia dan kamus hukum). Pengumpulan data 

dilaksanakan dengan studi kepustakaan, dokumentasi, dan observasi dokumen terhadap 

perjanjian kredit serta putusan pengadilan terkait (Tan, 2021). 

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan 

normatif yuridis, menafsirkan aturan hukum yang relevan melalui metode interpretasi 

sistematis, gramatikal, dan teleologis untuk menilai keberlakuan klausula eksonerasi serta 

perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah (Suyanto, 2023). 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan klausula eksonerasi sering ada pada perjanjian kredit 

baku antara bank dan nasabah, di mana klausula tersebut pada umumnya berfungsi untuk 

membatasi tanggung jawab bank terhadap kemungkinan kerugian atau wanprestasi 

(Setiadi & Utari, 2025). Klausula ini bertentangan dengan Pasal 18 UUPK, yang secara tegas 

melarang pelaku usaha menautkan klausula baku mengalihkan tanggung jawab atau 

memberikan hak sepihak yang merugikan konsumen (Wisudawati & Sudharma, 2023). Dari 

sisi KUH Perdata, klausula semacam itu juga berpotensi melanggar asas itikad baik (Pasal 

1338 ayat 3 KUH Perdata) dan asas keadilan kontraktual, karena perjanjian dibuat dalam 

posisi tidak seimbang antara kreditur dan debitur (Sinaga et al., 2025). 

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Gin 

menunjukkan bahwa meskipun gugatan penggugat dinyatakan gugur karena 

ketidakhadiran di persidangan, substansi kasus tetap penting secara akademis untuk 

menilai kedudukan klausula eksonerasi dalam praktik perbankan. Dalam perkara tersebut, 

penggugat mendalilkan bahwa perjanjian kredit yang ditandatangani mengandung 

klausula baku yang bersifat eksonerasi, di mana bank membatasi tanggung jawabnya serta 

menempatkan seluruh keputusan perjanjian di tangan pihak bank. Praktik ini jelas 

menunjukkan ketimpangan posisi tawar (bargaining power) antara bank sebagai pihak kuat 

dengan nasabah sebagai pihak lemah (Lannyati et al., 2025). 

Perspektif teori kontrak modern, asas kebebasan berkontrak tidak dapat diterapkan 

secara absolut ketika salah satu pihak berada dalam posisi yang tidak dapat menegosiasikan 

isi perjanjian (adhesion contract) (Harjono, 2023). Teori ini menegaskan bahwa kontrak baku 

yang disusun sepihak berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang melalui 

pencantuman klausula yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha, sehingga 

memerlukan intervensi hukum untuk menjaga keseimbangan dan melindungi pihak yang 

lebih lemah (Davydova et al., 2021). Penelitian Bhakti (2022) menunjukkan bahwa klausula 

eksonerasi dalam perjanjian kredit perbankan sering berfungsi untuk menegaskan 
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pembebasan tanggung jawab bank atas kerugian yang timbul dalam hubungan kredit, 

sehingga menggeser sebagian besar risiko kepada debitur. 

Dalam konteks perlindungan hukum, dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon dalam 

(Samudra & Mardijono, 2025) membedakan antara perlindungan preventif bertujuan 

mencegah terjadinya pelanggaran hak konsumen melalui pengawasan isi perjanjian dan 

transparansi informasi, dan perlindungan represif yang diberikan apabila telah terjadi 

pelanggaran, misalnya melalui gugatan perdata, mediasi, atau penyelesaian sengketa di 

pengadilan. Bagi debitur, perlindungan hukum diperlukan agar hak-hak mereka tidak 

dilanggar oleh klausula yang bersifat merugikan. Bank sebagai pelaku usaha seharusnya 

menerapkan prinsip transparansi, proporsionalitas, dan keadilan kontraktual, sesuai 

dengan asas good faith dalam hukum perdata. Di sisi lain, pengawasan dari otoritas 

perbankan juga penting agar tidak terjadi praktik penyalahgunaan klausula baku yang 

membebaskan tanggung jawab bank secara tidak proporsional (Onggianto & Soemartono, 

2024). 

Keberadaan klausula eksonerasi secara langsung berbenturan dengan Pasal 18 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara tegas 

melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab, 

memberikan hak sepihak, atau menempatkan konsumen dalam posisi yang tidak seimbang. 

Poernomo (2024) menegaskan bahwa klausula semacam ini dapat dinyatakan batal demi 

hukum karena melanggar ketentuan perlindungan konsumen yang bersifat ius cogens. 

Zulkifli et al. (2025) menilai bahwa klausula eksonerasi merupakan bentuk pelanggaran 

terhadap asas keadilan karena membuat keberlakuan kontrak tidak seimbang dan 

menempatkan risiko hanya pada satu pihak. 

Pada tataran empiris, analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 

157/Pdt.G/2018/PN Gin memberikan gambaran konkret bagaimana klausula eksonerasi 

digunakan dalam perjanjian kredit. Meskipun gugatan dinyatakan gugur karena penggugat 

tidak hadir, substansi perkara menggambarkan adanya klausula baku yang memberikan 

kewenangan sepihak kepada bank, termasuk dalam penetapan besaran bunga, pelaksanaan 

eksekusi, dan pembatasan tanggung jawab bank. Siregar (2023) menunjukkan bahwa 

kondisi ini menggambarkan bargaining disparity yang tajam antara nasabah dan bank.  

Dari keseluruhan hasil analisis, disimpulkan bahwa klausula eksonerasi pada 

perjanjian kredit baku tidak mempunyai kekuatan hukum sah apabila bertentangan pada 

prinsip perlindungan konsumen dan asas keseimbangan kontraktual (Seran et al., 2025). 

Bank sebagai lembaga keuangan harus menghindari penggunaan klausula yang 

membebaskan dirinya dari tanggung jawab hukum karena hal tersebut dapat digolongkan 

sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 UUPK dan asas keadilan hukum perdata 

(Lannyati et al., 2025). Oleh karena itu, perlu ada pengawasan yuridis dan edukasi hukum 

bagi masyarakat agar lebih memahami hak-haknya dalam perjanjian kredit serta 

memastikan kontrak dibuat secara adil dan proporsional. 
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Simpulan 

Hasil penelitian mengenai keberlakuan klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit 

baku menunjukkan implikasi penting terhadap perkembangan hukum kontrak dan 

perlindungan konsumen di Indonesia. Temuan bahwa klausula eksonerasi masih sering 

digunakan dalam perjanjian kredit memperlihatkan adanya kesenjangan antara prinsip 

kebebasan berkontrak dan realitas ketidakseimbangan posisi tawar antara bank dan 

nasabah. Kondisi ini menguatkan urgensi pengawasan regulatif, sebab keberadaan klausula 

yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab bank terbukti bertentangan dengan 

Pasal 18 UUPK dan prinsip keadilan kontraktual, sehingga berpotensi batal demi hukum. 

Selain itu, temuan dari studi kasus PN Gianyar menegaskan bahwa persoalan klausula 

eksonerasi bukan hanya isu normatif, tetapi berdampak langsung pada hak-hak konsumen, 

termasuk terkait informasi, transparansi, dan perlindungan dari tindakan sepihak bank. 

Implikasi ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara KUH Perdata, UUPK, dan regulasi 

perbankan modern agar mencegah penyalahgunaan kontrak baku yang disusun secara 

sepihak. 

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya dapat diarahkan untuk 

menganalisis penerapan klausula eksonerasi di berbagai jenis produk perbankan, termasuk 

kredit UMKM, kredit konsumtif, dan layanan digital banking yang semakin mengandalkan 

kontrak elektronik. Penelitian komparatif antara putusan pengadilan di berbagai wilayah 

juga dapat memberikan gambaran lebih luas tentang konsistensi penegakan hukum 

terhadap klausula eksonerasi. Selain itu, pendekatan empiris yang melibatkan wawancara 

dengan debitur, pihak bank, dan regulator dapat memperkaya pemahaman mengenai 

faktor-faktor yang menyebabkan klausula merugikan tetap digunakan dalam praktik. Dari 

sisi rekomendasi praktis, bank perlu melakukan perbaikan dalam penyusunan perjanjian 

kredit dengan memastikan setiap klausula memenuhi asas transparansi, proporsionalitas, 

dan itikad baik, serta menghindari ketentuan yang menghapuskan tanggung jawab secara 

sepihak. Otoritas seperti OJK dan LAPS SJK juga perlu meningkatkan pengawasan serta 

menyediakan mekanisme aduan yang mudah diakses bagi nasabah. Selain itu, edukasi 

hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha harus diperkuat agar konsumen lebih 

memahami hak dan kewajibannya sebelum menandatangani perjanjian kredit. Dengan 

langkah-langkah tersebut, praktik perjanjian kredit ke depan dapat berjalan lebih adil, 

seimbang, dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. 
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